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Abstrak 
Mahkamah agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi  untuk 
semua lingkungan peradilan memberi pembinaan kepada pengadilan-pengadilan yang berada 
di bawahnya. Seiring dengan era globalisasi serta penerapan sistem infromasi di abad 21 ini 
sudah sangat berkembang pesat maka dengan ini Mahkamah Agung memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi yang memang merupakan suatu bentuk keharusan bagi seluruh lapisan 
social dan lembaga termasuk bagi Mahkamah Agung yang merupakan cakupan lingkup yang 
sangat besar . Penerapan teknologi informasi dan kemajuan baru dalam sistem informasi 
Mahkamah Agung sendiri sudah dimulai sejak sebelum satu atap, juga pada jaman satu atap 
di tahun 2007 penerapan teknologi Informasi di MA bersamaan pula dengan ditetetapkannya 
Mahkamah Agung sendiri sebagai salah satu instansi percontohan Reformasi Birokrasi yang 
kemudian penerapan IT sangat Nampak perkembangannya yang begitu pesat yang disususl 
dengan banyaknya perolehn berupa pendapat dan penilaian penghargaan terhadap prestasi 
pelayanan public yang telah dilaksanakan MA sendiri, khususnya di bidang transparansi 
administrasis perkara serta pengaduan masyarakat 
Kata Kunci: Mahkamah Agung, Peradilan Moderen  
Abstract 
The supreme court as the top of all courts and as the highest court for all judicial 
environments provides guidance to the courts below it. Along with the era of globalization 
and the application of information systems in the 21st century has been very rapidly 
developing, the Supreme Court hereby utilizes the advancement of information technology 
which is indeed a form of necessity for all social layers and institutions including for the 
Supreme Court which is a very large scope of scope. The application of information 
technology and new advances in the Supreme Court's own information system have begun 
since before one roof, also in the one-roof era in 2007 the application of information 
technology in the Supreme Court also coincided with the establishment of the Supreme 
Court itself as one of the bureaucratic Reform pilot agencies which later applied IT It is 
very visible that the development is so rapid followed by the many achievements in the form 
of opinions and assessments of appreciation for the achievements of public services that 
have been carried out by the Supreme Court itself, particularly in the field of administrative 
transparency in cases and public complaints 
Keywords: Supreme Court, Modern Justic. 
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A. Pendahuluan  
Mahkamah Agung (dalam Bahasa Inggris, supreme court) adalah pengadilan tertinggi 
dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain untuk 
Mahkamah Agung meliputi pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan 
penghakiman, Perlu diketahui pula bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia1. Secara garis besar, keputusan 
dari Mahkamah Agung tidak akan ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan lain. Mahkamah 
Agung biasanya berfungsi utama sebagai pengadilan banding, menganalisis putusan 
pengadilan tingkat pertama atau dari pengadilan tingkat banding.2 
Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan , hakim anggota, panitera, dan seorang 
sekretaris, pimpinan, dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung yang 
berjumlah 60 orang (Pasal 4 UU No. 5/2004). Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas 
seorang ketua, dua orang wakil ketua (bidang yudisial dan bidang non-yudisial), dan 
beberapa orang ketua muda, Wakil ketua bidang  yudisial membawahi ketua muda 
perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata 
usaha Negara. Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan 
ketua muda pengawasan (Pasal 5 Undang-UndangNo.5/2004).3 
Dalam tugasnya Mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Perbuatan-perbuatan hakim 
di semua lingkungan peradilan diawasi cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk  
kepentingan Negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan 
petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran 
                                                
1 Abdullah Tri wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung:CV. Mandar Maju,2018) h.4 
2 Merriam, Webster's Dictionary of Law and Collins English Dictionary,Tanggal Akses 17 Juli 2019. 
3 H.Abd.Hallim Talli,Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa,(Makassar:Alauddin 
University     
  Press,Cet-ke II ,2016) h.63 
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yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang disebut juga dengan Perma. 4.  
Berdasarkan perubahan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah 
Agung tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik 
yang menyangkut bidang teknik yudisial maupun bidang non teknis yudisial (organisasi, 
administrasi, dan finansial) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai 
bentuk kemandirian yang diperlukan (Indispensable) dan merupakan (Conditiosin qua 
non (harus tidak boleh tidak adanya). Karena selain menunjukan bahwa Negara ini 
adalah Negara berdasar atas hukum atau dikenal dengan sebutan rechtstaat.5 
Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem Negara modern. 6 
Di tahun 2018, MA mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 yang  
memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu gratifikasi dan menu benturan antar 
kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan 
untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang 
dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas pengadilan tingkat pertama. 
Aplikasi ini untuk keseragaman instrumen pengawasan membantu tugas hakim 
pengawas. Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berbasis 
kompetensi, kata Hatta, MA telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 
(Sikep) versi 3.1.0, yang dapat memberi informasi kepada pimpinan pengadilan tentang 
peta SDM di satuan kerja hingga dapat membantu pengambilan keputusan. Sistem ini 
terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) 
untuk pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai.Untuk 
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berbasis kompetensi, kata 
Hatta, MA telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) versi 
3.1.0, yang dapat memberi informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta SDM di 
satuan kerja hingga dapat membantu pengambilan keputusan. Sistem ini terintegrasi 
                                                
4 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta:PT.Pustaka media,2015 )  h. 15 
5 Ahmad Mujahidin,Peradilan Satu Atap Di Indonesia,(Semarang:PT.Rafika Aditama, 2007) h.2 
6 A.Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2001), h. 20 
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dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk 
pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai. MA saat ini 
memiliki 30.999 personil yang tersebar di 910 satker seluruh Indonesia. Dari data Badan 
Pengawasan MA sampai Desember 2018, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 2.809 
pengaduan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Bawas MA. Rinciannya, 
sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam 
proses penanganan.7 
There have been many attemps to define the concept of technology in a form which can 
be used to distinguish organization. The primary technology employed by the courts can 
probably be best characterized as one of mediation, that is linking individuals who, 
voluntarily or involuntarily, need to be inderdependent. Several special jurisdiction 
courts employ an intensive technology as their primary core activity rather than limiting 
it to one part of the process.8 
           Munculnya sistem peradilan modern berbasis teknologi oleh Mahkamah Agung 
ini juga berdampak di Pengadilan Agama sungguminasa Kbaupaten Gow Sulawesi 
Selatan yang juga ikut dalam upaya menyukseskan yang menjadi terobosan baru MA 
dalam upaya peningkatan mutu data dan hal ini membawa banyak perubahan tentunya 
dan sesuai harapan bersama bahwa akan terelaisasikannya Asas hukum khususnya yaitu 
dalam beracara yakni Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. 
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang mana bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Tentang menuju era peradilan modern 
berbasis online. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu normative-empiris dengan 
                                                
7 Agus Sahbani. “Usung Tea Peradilan Moderen MA Luncurkan LAPTAHMA 2018”. 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c750e5233c00/usung-tema-peradilan-modern--ma-luncurkan-
laptah-2018, diakses Tanggal 08 Februari 2020 
8 James A.Cramer,Courts And Judges,(SAGE Publications:London,1981),hal.28-29  
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mengumpulkan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak yang 
bersangkutan atau yang terlibat dalam bidang IT pengadilan serta praktisi hukum dan 
juga menggunakan pengumpulan data sekunder berupa literature-literature pendukung 
tentang peradilan dan implementasinya. 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Dampak dan Pengaruh Sistem Peradilan Moderen pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa  
Menurut KBBI Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi  dari sebuah 
tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan 
tertentu.9 
- Dengan adanya pembaharuan sistem informasi yang juga diberlakukan 
Pengadilan Agama Sungguminasa adalah yaitu memacu kami dalam segi 
pelayanan secara otomatis menerapkan asas cepat,sederhana, dan biaya biaya 
ringan. Contohnya bila dalam pemanggilan pihak kepengadilan kami bisa 
memanggil pengacara melalui emailnya dan pihak juga dipanggil dengan 
menggunakan alamat elektroniknya.ada banyak aplikasiYang telah kita terapkan 
seperti e-court, e-payment, e-summon yang dimana kami sangat membantu kami. 
Ada juga “One Day Minute”untuk optimalisasi kerja kami selaku hakim dan juga 
Amin dalam menjalankan tugasnya masuk akan muncul di pemberitahuan dan 
diselesaikan segera contohnya ditargetkan 15 perkara satu hari berarti hakim 
harus bisa menyidangkan namun hakim bisa melakukan penundaan bisa dengan 
alasan musyawarah hakim bagi kasus yang pihaknya hadir karena bila verstek 
agak lebih ringan. Dan setelah semua sidang selesai tugas   majelis yaitu 
                                                
9 Tim Penyusun Kmaus Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional), 
   Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi ke-III; Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka; 2005), h. 1192. 
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menyelasaikan perkara yang disidangkan dan langsung mengupload ke aplikasi. 
Dan untuk menjaga optimalisasi pelayanan kami yaitu dengan menjaga 
komunikasi dan koordinasi serta melakukan evaluasi tugas bagi seluruh pegawai 
yang bertugas yang saya limpahkan kepada ibu wakil ketua Pengadilan Agama 
Sungguminasa untuk dapat mengontrol secara optimal kinerja Badan 
Kepegawaian Pengadilan Agama Sunggimnasa demi pelayanan yang konsisten 
keoptimalannya”10 
- Juga dengan adanya pembaharuan teknologi keamananan data dari pihak pencari 
keadilan semakin dapat ditanggulangi dimana dalam hal iniMahkamah Agung 
sangat mendukunung kemajuan pelayanan melalui aplikasi-aplikasi yang 
dikeluarkan demi mendukung asas cepat, sederahan, dan biaya ringan. Juga saya 
melalui aplikasi MA ini mutudata dari pihak sangatlah dijaga dan dijamin ketat 
kerahsiaannya karena     ada sistem Anonim ang dimana nama pihak dan saksi 
akan dihilangkan sebelum di upload ke aplikasi SIPP yang disebut PEDIS”.11 
- Jadi dengan adanya aplikasi MA yang terbaru kami sangat banyak mendapat 
kemudahan baik dari jadwal sidang, majelis dan pemanggilan  yang 
memudahkan para pencari keadilan dan kami selaku staf dan kepegawaian yang 
melayani dan mengontrol secara online yang juga langsung terhubung masuk ke 
dalam sistem online Mahkamah Agung.12 
                                                
10 Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H (50 Tahun) Ketua Pengadilan Agama Sungguminas Kelas I B. 
Wawancara 
   Pada Tanggal 19 Agustus 2019. 
11Bapak Muahaimin, SH.I (35 Tahun ) Staf Perencanaan TI dan Pelaporan di  Pengadilan Agama 
Sungguminasa.    
  Wawancara Pada Tanggal 09 Agustus 2019 
12Bapak Aswar Irawan Wardi, S.HI (30 Tahun)  yang  memerupakan Staf Panitera Muda Hukum di 
Pengadilan  
   Agama Sungguminasa. Wawancara Pada Tanggal 19 Agustus 2019. 
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Sebagai lembaga Peradilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung dan selain 
menjalankan Tufoksi dalam beracara dan menyelesaikan perkara. Pengadilan Agama 
Sungguminasa juga sering dijadikan wadah dalam penelitian bagi Mahasiswa dan 
melalui pembaharuan sistem informasi keaslian dan mutu data Pengadilan Agama 
Sungguminasa terjamin. Yang dimaksud terjamin ialah, didalam aplikasi SIPP yaitu  
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dimana data yang diperolah atau digunakan 
untuk penelitian jelas sumber datanya jadi Mahasiswa ataupun yang membutuhkan 
data sangatlah merasakan bahwa adanya data yang terjamin yang dimana pihak-
pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mengotak-atik 
dengan tujuan menjatuhkan ataupun kepentingan pribadi karena melalui akun SIPP 
sangatlah jelas bahwa disitu tertera merupakan data asli Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
 
2. Kelebihan dari Sistem Informasi berbasis teknologi  Mahkamah Agung di 
lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Negara Hukum Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materil, yang ada 
didalamnya tercakup pengertian bahwa Negara tidak melindungi segenap bangsa 
Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehdiupan bangsa 13dimana salah satu bentuk upaya memajukan 
Negara yakni melalui Pembangunan hukum sebagaimana telah dikemukakan yaitu 
bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.14 
Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat  berbagai sistem. 
                                                
13 J.C.T. Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung; 1983), h. 185-189 
14 Efa Laela Fakhirah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, (Bandung: PT. Refika 
Aditama;  
    2017), h. 3. 
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Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian 
masih dikenal dengan sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum 
administrasi. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal 
baik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu 
peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-fakor kebudayaan, social, 
ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-
faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk 
penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan”.  
Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi 
aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan 
kultur Interaksi.15 
Jadi didalam suatu sistem yang bernaung di lingkup besar seperti Mahakamh Agung 
yang membawahi empat lembaga peradilan dibahwahnya yang dimana Mahkamah 
Agung dalam hal ini menerapkan Sistem pembaharuan Informasi yang secara 
otomatis seluruh lingkup peradilan yang ada dibawahnya juga ikut arus dari segi 
sistem yang diterapkan sebagai lembaga peradilan yang bernaung dibawah naungan 
besar Maahkamah Agung Republik Indonesia.  
Dimana walaupun itu dari segi pelayanan maka juga tetap harus ikut dalam peraturan 
baru yang diterapkan. Dimana Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan Upaya 
besar dalam peningkatan mutu data melalui implementasi pembaharuan sistem 
informasinya demi menjaga eksistensi dan peningkatan mutu tentunya bagi sistem 
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 
Dengan adanya pembaharuan sistem informasi  khususnya dalam lingkup Pengadilan 
Agama Sungguminasa sangat memebrikan revolusi atau perubahan yang sangat baik 
                                                
15 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Science Perspective, New York; Russel Sage  
   Foundation, 1975, Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh M. Khazim, Sistem Hukum- 
   Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2009, hal.17 . 
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mulai dari Pelayanan yang dilakukan secara maksimal, lengkap dan bearasas Cepat, 
Sederhana dan Biaya ringan sesuai dengan asas dan standar yang digunakan dalam 
beracara di Lingkup Peradilan khususnya di lingkup Pengadilan Agama. Dimana 
masyarakat atau yang biasa disebut sebagai para pencari keadilan sangat muda 
mengakses sistem infromasi Mahkamah Agung yang diterapkan di Pengadilan 
Agama Sungguminasa ini dimanapun dan kapanpun tanpa harus ke Pengadilan 
seperti untuk mengecek status perkara, bahkan data putusan yang dapat diakses pula 




Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai 
Upaya Mahkamah Agung dalam Penjaminan Mutu Data Melalui Implementasi 
Pembaharuan Sistem Informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dimana dari 
hasil penelitiannya dapat  disimpulkan bahwa :  
Bahwa Peraturan Mahakamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa sangatlah berpengaruh karena sangat mebantu dari segi kinerja dan 
pelayanan pegawai juga penjaminan mutu data yang secara otomatis terjamin dengan 
adanya pembaharuan sistem infromasi ini. Dimana di pengadilan agama diberlakukan 
aplikasi peradilan modern seperti E-Court, SIPP, E-Panjar, E-Learning, SIKEP, dan 
Aplikasi penunjang pelayanan public  yang berbasis peradilan modern. 
Dapat disimpulkan bahwasannya Mahkamah Agung melalui upayanga dalam 
penjaminan mutu data serta peningkatan mutu ini sangatlah mendapatkan gebrakan yang 
luar biasa baiknya. Sangat banyak kemajuan dari segi pelayanan hukum para penegak 
hukum yang kemarin hanya dilakukan dengan sistem manual yang dikerjakan oleh 
manusia yang lebih sering terjadi kesalahan dibandingkan semenjak adanya 
pembaharuan sistem informasi yang juga bertujuan dalam penjaminan mutu data ini 
lebih terjamin karena dikerjakan oleh sistem komouter dan terhubung secara nasional 
diseuruh Pengadilan di Indonesia yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung. Dan 
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yang terlebih pentingnya mulai tercapainya uapaya untuk mencapai asas huku Cepat, 
Sederhana dan Biaya ringan. 
 
2. Saran 
Baik dari Penulis pribadi sebagai Mahasiswa dan para Hakim juga kepegawaian bahkan 
masyarkat pula sangat berharap bahwasannya Mahkamah Agung terus memeberikan 
dan mengeluarkan strategi-strategi hebat dalam bentuk upaya nyata pembangunan 
sistem peradilan yang jauh lebih baik lagi kedepannya. Selaku masyarakat Indonesia 
kami sangat terbantu dengan adanya inisiatif berupa gebrakan baru MA melalui 
pembaharuan sistem informasi lagi. Juga Mahasiswa khususnya yang berkecimpung 
dalam bidang hukum sendiri lebih mudah mendapatkan data yang terjamin keasliannya 
langsung dari sumbernya tanpa harus pergi ke Pengadilan dan terutama dari para Hakim 
dan penggiat peradilan sampai kepegawaian yang sangat menunjang profesionalisme 
kerja dan rapih serta sistematisnya pekerjaan semenjak ada pembaharuan sistem 
informasi. 
Dari segi prasaran sendiri karena ketika menggunakan sistem informasi yang otomatis 
menggunakan media computer yang terhubung dengan listrik terkadang agak kesulitan 
bila didalam pengadilan listrik tengah padam yang otomatis akan menghambat jalannya 
sistem penyelesian perkara. Maka dari itu kedepanny ada inovasi yang dikeluarkan 
untuk menangani hal ini. Yang juga dibarengi dengan server penghubung yang harus 
ekstra cepat saat mengakses agar dapat cepat berjalan sistem administrasi perkara itu 
sendiri. 
Dari SDM atau sumber daya manusia mungkin dapat lebih sering lagi ada kegiatan 
pelatihan tentang penggunaan aplikasi bila ada pembaharuan sistem atau aplikasi baru 
yang diluncurkan. Serta penambahan literature yang bisa digunakan sebagai 
yurisprudensi dalam bidang Akademik 
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